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OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Oaerah Tahun 
Anggaran 2012, perlu dltetapkan Peraturan BupaU Kepulauan Slau 
Tagulandang Biaro \enlang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasiona1 
pelaksanaan APBO Tahun Anggaran 2012; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun- 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569): 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 te�tang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsl, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 

3. Undang-Undan9 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 
Tambahan Lembaran "Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

4. Undang-Undan9 Nomor1 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. 
Tambahan Lembaran Ne!Jara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor0 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tang�ung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik 1ndo(1esia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400); 



; 
7. Undang-Undang Nomor 3,;2 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Oaerah 

(Lembaran Negara RepUblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaan Negara Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah 
beberapa ka!i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 teotang Pemerinlahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor• 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemeriotah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Repablik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Neg'ara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun i001 tenlang P,embentukan 
Kabupaten Kepulauao Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi 
Utara (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 

10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tenlang Majelis 
Permusyeweratan Rakyat, Dewan Pe1Wakilan Rakyat. Dewan 
Pe!Wakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republtk Indonesia Tahun 2009 Nornor 123. Tembahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043). 

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tent.ang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik lndones,ia Tahun 2009 
Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraluran PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo,: 5234); 

' 13.Peraturan Pemerintah NOmor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk 'Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagalmana tel.ih diubah beberapakali lerakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga alas Peraturan P�merintah NOfflOf 24 Tahun 2004 tentang 
Protokoler dan Keuangan" Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembar.in Negara RepubNk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 
4712); 

14.Peraturan Pemerinlah Nomor 23 Tahun 2005 lentang Pengelolaan 
Badan Layanan Umum (t.'.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesla 

6. Undang-Undang Nomor �5 Tahun 2004.tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, tamb�han Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4421): 

Nomor 4502); ., 



Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2012 seb.igai berikut: 
(1). Pendapalan : 

Rp. 9.739.666.500,00 
Rp. 346.450.857.810,00 
Rp. d 682.556.496,00 

Rp. 360.873.080.806,00 

Rp. 

Rp. 3.990.000.000,00 

Rp. 
Rp. 164.412. 194. 177,00 

Rp. 1 791.750.000.00 

Rp. 15.300.000.000,00 
Rp. 1.000.000.000.00 

Rp 186.<193.944.177,00 

Rp. 18.401.416.500,00 
Rp. 75.415.704.565,00 
Rp. 123.669.843.772,00 

Rp 217.546.964.837,00 
Rp 404.040.909.014,00 

25.Peraturan Menteri Oalam_Negeri NOffiOf 15 Tahun 2006 lcntang Jenis 
dan Bentuk Produk HukulTI Oaerah· 

�d. Peraturan Menteri Oa1aJi N--.eri Nomor 22 T,hu• -,. •• 2011 tentaog 
Pedoman Penyusunan A�BO Tahun Anggaran 2012; 

27.Peraluran Oaerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok.Pokok 
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang Tahun 2011 Nomor 4). 

28.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja i;>aerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah 
Kabupalen Kepulauan Siau fagutandang Biaro Tahun 2011 Nom 
13). or 

Pual 1 

MEMUTU5KAN: 

PERATURAN BUPATI ,TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENOAPATAN DAN BELANJA OAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Oaerah yang sah 

Jumlah Pendal)atan 

7) Belan1a Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tdak Terduga 

Jumlah Belanja rldak Langsung 

b Belanja Langsung: 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja- belanja Barang dan Jasa ! 
3) Belanja Modal - 

Jumtah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 

Menelapkan 

(2). Belanja Oaerah : 

a. Belanja Tldak Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil kepl!da 

Prop./Kab/Kota dan Pomerintah Desa Rp. 

I 

I 

15.Peraturan Pemerinlah Nomor 55 Tahun 2005 tentang uana 
Perimbangan (lembaran' Negara Repub�k Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Nomor 4515); 

16.Peraturan Pemerintah Noinor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasl 
Keuangan Oaerah (lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomof 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahon 2005 
tentang S1stem lnfomia5i Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomof 110, Tambahan Lembaran 
Negara Repubrik Indonesia Nomor 5155); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuang.in Daer.ih (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
NQmOf 140, Tambahan Lembaran Negara Aepublik Indonesia Nomor 
4578), 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 leotang Pedoman 
Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahon 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lemb_aran Negara Republik lndonesla Nomor 4585); 

20.Peraturan Pemerintah NomOI' 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Oaerah {lembaran Negaia Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaral') Negara Republik. Indonesia Nomor 4592); 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja' lnstansi Pemerinlah (Lembaran Negara 
Repub!tk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Republilt Indonesia Negara Nomor 4614); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Repubf,k lndonesfa Nomor 
4737), 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lert'lbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tamb�an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5165), . 

24 Peraturan Menteri Oalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
lentang Perubahan Alas 'Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah dan 
telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 
21 Tahun 2011 tentang �Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Oalam Negeri Nomor 13lTahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Oaerah: ,. 

• 



Surplus/(OeflSit) 

(3).Pembiayaan : 
a. Penerimaan Rp. 
b Pengeluaran Rp. 

Jumlah pembiayaan eeto 
Sisa leb1h pemblayaan anggaran lahun berkenaan 

Rp (43.167.828.208,00) 

43.527 .828.208,00 
360.000.000,00 

Rp 43.167.828.208,00 
Rp 0.00 

I 
\ 

Pasal 4 

Lamp1tan sebagaVTiana tersebul da!am Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang lidak 

terpisahkan dari Peratu1an Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

Pasa13 

Penjabaran APBO sebaga,mana dimaksud dalafn Pasal 1 dirinci leblh Janjul dalam 

Lampiran II Peraturan Bupati ini 

PaHI 2 

Ringkasan Penjabaran APBO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercanlum dalam 

Lampiran I Peraturan Bupati in� 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBO yang ditetapkan dalafn peraturan Int dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Petaksanaan Anggaran Saluan Ke�a Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 
P.na16 

Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang B,aro ini mulai beriaku pada tanggal 

d,tetapk.an Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraluran 

Bupati 1r1i dalam Betita Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

Oitetapkan di Ondong Siau 
pada tangga! }I Oesember 2011 

SERITA OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG B!ARO 
T AHLIN 2011 NOMOR ... 56 


